
GUBERNUR LA~IPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G / 4 / RIll / UK /2012
 

TENTANG
 

EVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Meuimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan 
Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal ]57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a terse but di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubemur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan: 

Mengingat l.	 Undang-Undang Nomor ]4 Tahun I 964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

")	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-undang[U1; 

5.	 Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan NomOI: S-368/MK.7/2012 tanggal 13 Juni 2012 hal Hasil 
Evaluasi Raperda Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK 
BUMIDANBANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN. 

KE~ATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
mi. 

KEnUA	 Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera rnelakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KE£MPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 25 ~ni 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tembusan : 
I. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta: 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu; 
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung, 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/496/B.III/HK/2012 
TANGGAL : 25 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 
_,.~-----~~ -_.~-".->~~~-~--~-~ 

Rumusan Raperda 
_._--
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URsaRg YRsaRS ~leFJl8r 21 Tal:l~R 1QQ7 teRtaRS Qea 
Perelel:laR Iolak atas TaRal:l gaR QaRgwRaR (be~9araR 

--~---~~--

~ 

13, 

-

-

~Jegar61 Re~loIl1lik IRgeResia TaRYR 1QQ7 ~leFRQr 44, 
Tar:;R~HiiI:l6lR b8FR9araFi ~h~sara Refiw91ik IR8eR8sia ~J8FR9r 

:iiii) seeagaiFRaRa telat:l EliI:l961t:l geFlsaR URoaRS URgaRS 
~19R"ler 2Q Tal:ll:lR 2ggg (b8~9araR Negara R8~W91ik 

IFlgeR8sia TaRwR 2gQg ~18FRQr HQ, TiiiFRl1at:laR b8FR9ar6lR 
~esara R8~~9Iik IR98R8sia ~J8FRer ,gig); 
Undang~Undang Nomor ~ Tahun ~ tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ~ Nomor ~ 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
~), 

UR9aRS YR961R~ ~19m9r a8 T6IRWR 2QQi teRt6lR~ PerWS6IR6IR 
ke eFR~at atae YRElaR~ UReaRS ~h~FRer 7 +61t:l~R 1Qii 
teRt6lR!j Pajak P8Rgt:l6lsilaR EbsFRsar6lR Ne~61ra Re~wsliI( 

IFlEleR8sia TalHIR 2QQQ ~IQFR8r 1aa, TaR:l9at:laR b8~9aF6IR 

~18!JaFa R811lwkilik IREl8R8sia ~leFReF ~iQa); 

YFlElaR!j UREl6IFl!j MeFReF 18 1=aRbiR 2QQQ t9Rt6lR!j PeRetaFi6lR 
P8ratwraR Pem8FiRtal:l P8R~!JaRti YRElaR~ YREl6IR!j ~leFR9r 8 
TaIHH:J 2QQi t8RtaRg fi9rw~al:l.m k8 8FRfi6lt atas YREIaRtij 
YRElaFlS ~Jer.:¥ler 8 TallwR 1Qia t8Rt6lR9 ~et8RhjaR YFRWFR 
ElaR Tata Cara P8rpajal(aR FR8R1aEli UR961RS UREleRS: 

-~_.~_.~--_._-~_.._- ._.~---- --_.._._~-.,--------'~---.. .-.',-

Materi Raperda Rumusan Penyempurnaan 
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No 

2 
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i.Dasar Hukum 1 
Mengingat 

13. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 20011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RepublikI 
Indonesia Nornor 5234); 

1i. 

1Q. 

I 

- Peraturan Menteri Keuangan Nornor 148/PMK.07/2010 
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga lnternasional yang 
Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 415). 

-~--,_._-_.L- I I 
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Keterangan
 

5
 
--~~--~-~.~~~ 

Angka 6, 18 dan angka 19 
dihilangkan 

Angka 13 dlsernpurnskan 
dengan adanya perubahan 

I 

Ditambah 1 (satu) angka yang 
mengatur PMK No, 
148/PMK07/2010, 
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Diktum Memuruskan2 

Ketentuan Umum3 

Nama, Objek dan 
Subjek Pajak 

4 

1_1
 _.o 

Dengan Persetujuan Bersama
 
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN WAY KANAN
 
OAN
 

BUPATI WAY KANAN
 
M8FRwtw&kaR"
 

Pasa/1 

3.	 ~Qla gQ9raR adalah Bupati Way Kanan. 
4.	 Peraturan K8pala Qa9rQR adalah Peraturan Bupati. 
;;l.4.	 aWFGlt K8t9ta~aR Pajak· QaQr6lR KWF6lRfj iayar, yaRS 

s8laR1wtRya ~isiFlskat iKPQKi, aElalaR swrat 1(8t8taJ)QR 
~ajak Y61J~g M8R9Flt"'kaFl 99sIiIrRya j~FRlaR ~8k9k l3ajak, 
jwmlGlR kr8E1it pajak, jWFRlaR k91ulraFlgaFl ~9FR9aYQraFl ra9k91~ 

~ajak, B8sGlrFlya saFlksi a~R'liRi6trGltif, ElaR jl:lFRlaR J)ajak yaRS 
masiA Rann. EliBayar. 

~~~ta*'t~K~~~-.11 .etetaflelR P
)laRS 691aRjwtFl' -..a:1a;:k~g:a:e=ra~~~K~"'~~~<iY'i*=~~~~~

I '."I.p•• Poi.:~; ~I.i.s'.1 ~K~·S S.y., ....~.~~	 ~:~~ y:.~ "I.~ Jil:~P~: ••I.'•• 1.~~~~.:~atlaR . sw":t 
..I' n . .	 a·as '''' .....1 ...",,'M~tanaR 
• ,.I.g ••1 ~ .ri_ ~"lak go	 ' - an 
meR8Fltwk K~Qr>I, aealaR 8FaR r>Jit::Jil, yaR . 
1...Iil~ ...":.1 I...I.~ p.I",' p.~~~1 k",.lap••S :~~:,.~.ya 
""oM poia' P.I.k .1••••j.k li~ :.... ~ •••,.y. ~ y••g.	 Bl terllltaRQ El . 9RsaR

::J elF! tl8ak aEia 

Pasal2 
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dipungut pajak atas &8tia~ Bumi dan Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan uRtwk 681'iteF ~8rd8&i!l8Fl EtaR ~erl(etailA 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Pasal5 
t#=Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memoiliki, m.engu... asai, dan.lata.u me.mperoleh mantaat Imenquasar, oan/atau memperoien manfaal atas I

I.~~s BangunaJ.'!:. o~ ~ ..	 =.a"""'-u 
L L 

an._0	 __--.JoLB.::.:.n9 n =-_ . 

4 

Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN WAY KANAN
 
dan
 

BUPATI WAY KANAN
 
MEMUTUSKAN:
 

Pasall 

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Way Kanafl. 
Dihilangkan 

Dihilangkan 

Dihilangkan 

Dengan nama Pajak 
dan Perkotaan dipungut 
Bangunan yang 

Pasal2 
Bumi dan 

pajak 
dimiliki, 

Bangunan 
atas Bumi 
dikuasai, 

Perdesaan 
dan/atau 
dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Pasal5 
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

Penqetikan Diktum 
Menetapkan disempurnakan 

1.	 Angka 3 dan angka 4 
disempurnakan dengan 
mengubah kata "Kepala 
Daerah" menjadi kata 
"Bupati" 

2.	 Angka 24, 25 dan 26 
dthapus karena PBS 
perdesaan dan 
perkotaan rnerupakan 
jerus pajak yang 
dipungut dengan sistern 
official assessment, 
sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SKPDKB, SKPDKBT, 
dan SKPDN. 

Pasal 2 disempurnakan 

1. Pasal5 ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5) 
dan ayat (6) disarankan 
untuk dlhapus. 

I 
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~alem hal atas €)9jel(p~Qk~~m jSIQ8 ~iketaRtli 

Wajio Rajalmya,Ka~61la· ·QaarQR ds~a*· meAeta~I<ii1A 

su~j8k p~ak 8SBagaf Wajie Pajak. 
~	 SbiBjel( ~ak yaA!) ditatafi)kaft 8a&aSiilimSAa eim8k8w8 

paGe ayat (2~ aapst memDsriksA k8hllrsRgQR ~ 

t&rt~lis kepa98 KElpsla Qaerah ~v:e ~8 BuksR Wajib 

(4)=	 P's:a~::::Ae: oDjek p8jak ~~ak8lJ4:
QR	 ysAgo Ef . 

&e&sgaimeRa 8imak&:; ~:Wkiil~ eleh. \O)8jio Jri&jsk
Ke~8le Qa8F&A memb:t I: e,

et ~3) 918atwjwi, make 
li 8A 

II ii{ b .	 a liA peAst 
l I piijsl, &ebsgai~aR8 o· fil se9aS8iii 

d81am jaRgl<8 w8lit.. 1 (8atl;l IFRsk8WS .fiJsds ayet (~) 
&~rat keteF8AsaR Gimiilk81e1s ) ~wlaA 8~sli sitaFimSR)'8 

(9)	 lalla l(etaFsR!!jaR '8R . '. .
mal<Q Kapals Jaar~hdl~l;d(8R Itw tis81( €Iisetwjwi 
peflQlakaA saRgsR Oi&eR . ~eRgaIWSrl(Sfl kapwtU&8~ 

~)	 Aps~i1s 8atale~ jaR k 8~ S a88Fl-a188S~ . S a 'Nsktw ~ ~ 88tlrll)t~Rg8sl . 6lterimafl¥9 I t ~WI8R 6sjsk 
d.mal(&wd fi)80S aya! ~a 9faAgaA 8a9sgaimsAs 
ma.FRsaril<.SR k9PWtW8SA: t~S~:P8IQ QaSFeR ti8ii11<
Gliij~I(8A -fW diaAgg f3 o' . ketersRS8A yaASa . l&etytWi €Ie K PSIS segars maFftSstall(SAA9 QseF~l
68988eimSR8 eJlmak&W~e::::tfiSA 8a888ai w8jili Pefs (

1& 8yat ,~ 

Pasal6
 
Tarif dan
 
Dasar Pengenaan,5 

(1) Dasar pengenaan. Pajak Bumi dan Bangunan I (1) 
Cara Perhitungan Perdesaan dan Perkotaan adalah adaJah NJOP. 
Pajak (2)	 Sesar NJOP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) di I (2) 

tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuafi untuk objek 
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wilayah. 

(3)	 Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud I (3) 
pada ayat (2) ditetapkan dengan j;!eFstwFsR· Keoals 
nnl"lt.r_""" 

l I __--L-I~__~__ ___----.J 

Pasal6 
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan adalah adalah NJOP. 
Sesar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek 
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wi/ayah. 
Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

_ 

~~ 

5 

2. Terhadap suatu objek 
pajak yang dikuasai oleh 
pihak lain (bukan pemilik 
yang telah memiliki 
SPPT), maka pihak 
yang rnernbayar paiak 
adalah pihak yang 
menguasai tanah 
tersebut atau tergantung 
kesepakatan pemilik 
objek pajak dengan 
pihak yang menguasai, 
sehingga tidak perlu 
diterbitkan SPPT baru. 

3. Hal tersebut untuk 
mencegah terjadinya 
klaim dari pihak yang 
menguasai yang sering 
terjadi mengaku sebagai 
pemilik objek pajak 
karena telah memiliki 
SPPT 

Pasal 6 disempurnakan 

_---.-J 
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Pemungutan 
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Pasal7 
(1) Tarif Pajak Bumi dan Banqunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan sebaqai berikut : 
a.	 untuk NJOP sampai dengan Rp. 500000000,00 (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0.1 % (not kama 
satu persen) per tahun: 

b. untuk NJOP diatas Rp	 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol kama dua persen) 
per tahun. 

(2)	 Dalam hal pemanfaatan burnt dan/atau bangunan dapat 
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka tarif 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 
tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) sehingga 
menjadi 0,15 % (nol kama lima belas persen) per tahun. 

(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah 
lingkungan dan/atau rnerupakan bangunan atau lingkungan 
eagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 
50% (lima pulun persen) dari tanf Pajak Bumi dan Bangunan 
sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi 
sebagai berikut: 
8.	 Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (not korna 
nol Iima persen) per tanun. 

b.	 Untuk NJOP diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol kama satu 
persen) per tahun 

__~'	 Pasal 9 
Letak objek pajak Bum; dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 68Basai Pa1ak terutang ad,alah di.. Wilayah Kabupaten 
Way'Kanan.	 __ 

_~_  

4 
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Pasal7 
(1) Tarif Pajak Bumi dan Sangunan Perdesaan dan 

Perkotaan ditetapkan sebaqai berikut: 
a. untuk NJOP sampat dengan Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol korna 
satu persen) per tahun: 

b. untuk	 NJOP diatas Rp 500.000000,00 (lima ratus 
juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol kama dua 
persen) per tahun. 

(2)	 Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat 
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 
tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) 
sehingga menjadi 0,15 % (nol kama lima belas persen) 
per tahun. 

(3)	 Pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat 
menimbulkan gangguan terhadap Iingkungan acalah 
sebaqai berikut: 
a.	 ,. ,. , 
b.	 . . 
c _ ,.,. , 
d.	 .. , 

(4)	 Dalam hal pernanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah 
lingkungan, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 
50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1), 
sehingga menjadi sebagai berikut: 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol 
koma nollima persen) per tahun: 

b. untuk NJOP diatas	 Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) ditetapkan seoesar 0,1 % (no! korna satu 
persen) per tahun. 

(5)	 Pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah 
lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau 
Iingkungan eagar budaya adalah sebagai berikut: 
a . 
b .. 
e . 
d .. 

I	 Pasal 9 
Letak objek pajak Bumi dan Sangunan Perdesaan dan 

5 

1. Pasal	 7 disempurnakan 
dengan menambahkan 
ayat (3) dan Ayat (5) baru 

2.	 Jenis/kategori 
pemanfaatan bumi 
dan/atau banqunan yang 
dapat rnernrnbulkan 
gangguan rerhadap 
lingkungan dan 
pemanfaatan bumi 
dan/atau bangunan yang 
ramah lingkungan dan/atau 
merupakan bangunan atau 
lingkungan eagar budaya 
harus dicantumkan secara 
eksplisit di dalam perda, 
tidak terrnasuk jenis 
pernantaatan bumi 
dan/atau bangunan yang 
dikecualikan dari PBS P2. 

Pasal 9 disempurnakan 

Perkotaan terutang adalah di Wilayah Kabupaten Way Kanan. 
_~_---,I__	 J 

I l 
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Masa Pajak 7 

8 Tata Cara 
Pemungutan 

---_.__ .~~-~-,_."-_.---~._, .._---------,.~-~-~-~~--- --_..~~-~--~,,-~3 .-._-~-~-- ~ ~-~-:-'~u1'-'" ~~'	 4 

Pasal10 
(1)	 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

004aR kaiender. 
(2)	 saat yang rnenentukan pajak terutang adalah rnenurut 

keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 
(3)	 Masa paiak dimulai tanggal 1 Januari dan beraklur 31 

Desernber pada tahun berkenaan. 

PiI&al14 
E1) Qalam jaRska waktw Iii (lima), taf;lwFl 686..9611::1 saat 

t8FRbltaRSRya ~ajak, 1(8l'iala Qa8FaR aaliat FR8R8FsitkaR: 
61, ~l(pgl(Q jika 88r9asarkaR ~asil peFR8Fik6aaFl ataw 

keteraFlsaR laiR pajak yaR~ t8rwtaRS tieak ata.. k~F6lRS 

eisayar; 
9.	 ~I(PgKQT jika aite~wl~aR aata sarw aaR/atal:l gala 

YiilRS sem~la 8el..FR t8rwRSI~ap yaAS FR8RY8saskiiR 
p8RaFR8a~aR j..mlaR ~ajak yaRS ter..taFl~, 

6c	 Sl(pg~J jika jwmlat1 ~ajak yaRS t8H~t.m!J sama ~8&arFl~ 

e8RSaFi jWFRlaR kr8eit pajak G1taw pajal~ tieak tSH.ltGiRS 
eaR tisak aga kreeit ~ajal~. 

~) .. ---Jwmlal;l kekl:ilrGlFlsaR ~ajal~ yaRS terwtaRs sala~ ~KPQKi 

se~G1saiFRaRa simakswa paea ayat (1) Rwrlolf a aik8F1al~aA 

saRksi aemiFlistFGltif eerl:il~a sloiRga a % (E:lwa peFs8R) setiap 
swlaR 9iAitWRS sari pajak yaRS kIolFaFl!!l ata.. teFlar;Rsat 
eilaayar IoInt\:lk jGlFlska \Yaktw paliRS laFl'1a 24 !ewa pWIWR 
eA=lpat) 9wlaR, 91RltWFlg s9jak sa",t teFwtaFlSRya pGl:lak. 

m	 c4wmlal:l k8kwraFlSGlFl pajak yaFl~ terwtaFls salam iKPQI(,QT 
S99G1saiFRGlRGI eimal~s",e paea ayat (1) ~ ..rwf Iil aik8RakiR 
6G1Rksi G1SFRiRistriitif 99rwpa k8Rail<aFl se986ar 1gg q, 
(s8ratW& p9r69R) aari jWFFllaR k8kwraR!iilaFl pajak t9r6gew" 

(4)	 1(8RaikaFi se8agaimaRa aiFRakswa ~aaa ayat (4) tiaal~ 

eil~eRakaR jika Wajis Pajak FRelaperkaR 68Reiri 698ElI..FR 
silakwkaFl tiR6IakaR pemerik6aaFi. 

(9)	 .h,m:jla~ pajak yaRS terwtaRS galaFR ~I(PgKi 68sagaiFRaFla 
simakswe pasa ayat (1) Rwrwf a iikeRakaR saRksi 
geFRiRistrasi 9ElrWpa keFlaikaR S898&ar 29 q, (alolii pWIWR 
lima ~8r:+i8R) eari p8kek pajak Elita~9aR SiiRksi aeFRiRi6trasi 
e8rwfia sWRsa S8S86G1r 2 % (awa fierseR) s8tia~ sWlaR, 
eit:litwRS sari ~ajakyaRS kWFGlFi!iil atabi t8FlaR18at QioaYaF 
IdFltwk jaRska waktw fia1iR!!l lama 24 (awa p..M~ Elmpat) 
IilwiaR ait:litwRg6ejak saal t8rwtaFlgRya pajak, 

Pasal10 
(1)	 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) 

Tahun kalender. 
(2)	 Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut 

keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januan 
(3)	 Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhr 31 

Oesernber pada tahun berkenaan. 

Dihilangkan 

_.. _-~--, ----~~----=-- ----=----1'
 
Pasel 10 ayat (1) 
dlsempurnakan 

l. 

1.	 Pasal 14 dihilangkan, 
karena Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan merupakan 
pajak yang dipungul 
berdasarkan penetapan 
kepala daerah sehingga 
tidak mengatur sanksi 
adrninistrasi atas 
penerbitan SKPDKB, 
SKPDKBT dan SKPDN 
sesuai dengan penjelasan 
Pasal 97 UU No 28 Tahun 
2009 dan PP No 91 Tahun 
2010 

2.	 Dengan adanya 
pengurangan Pasal, urutan 
dan penuniukan pasal agar I 
disesuaikan. 

~-_._-,------~-----
.~~ ~~ ~ ,_~~_~ ~~.__	 ...l , .... . ,,-----, I 
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3 
-------------------~--Pasal 15-------- ---------
(1)	 Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SIr<:PDKQ, 

~Ir<:PQIr<:QT, $!KPDr>' sebaqaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) seRa RasaI 14 aya! (1~ 

diatur dengan Peraturan Ke~ala DeeraRo 
(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penqisian dan 

penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKQ, 
~KPOKBT, ~KPDI>J sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) eaR !dElsel 14-ava! (1) diatur 
dengan Peraturan Keeala QaeraR. 

Pasal16 
(1)	 Ir<:efiiala DaeFa~ dapat menerbitkan STPD jika: 

80	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar; 

b.	 dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung; dan 

Co	 Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda, 

(2~ -- .h:I~laR kelu.JFaRsaR ~aial( 5iSTPD 

(3) 

(1) 

yaR!J t9FYIEIRg eialaA=! 
seoasaiFRaRe eiiR1al(sl:Iei fiiaeia ayal (1) RIdFl:lf e eaR RI:IFldf 
9 eii!QFflSaR eisR!JaFl saRksi QeFfliRistFStif seFIdf38 BI:lR9S 
sSBsser 2q~ (el:ls f39FEieR) selia" ol:llsR IdRtldk l3a1iRi la~a 

1e(liRla 981a6) Bl:!ilaR 6ejek t8Fldtan!JRya f3a~8k. 

eK~D yang tidak atau kurang dibayar setelah [atuh 
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan 
ditagih melalui STPD. 

Pasall1 

4------- ---------- ------Pas-ai15-----~-------~------

(1)	 Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupan. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian 
dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, sebaqaimana 
dirnaksud dalam Pasal 11 0 Pasal 13 ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal16 
(1)	 Supati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 

STPD jika: 
a.	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; 
b.	 dari hasil penelitian terdapat kekurangan 

pemoayaran sebaqal akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung. 

(2)	 SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
dan ditagih melalui STPDo 

5 
10 Pasal 15 disempurnakan 
20	 Dokumen SKPKB, 

SKPDKBT dan SKPDN 
tidak diperlukan dalarn 
pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan 
Perdesaan dan 
Perkotaan 

10	 Pasal16 ayat (1) 
disempurnakan dengan 
mengubah kata Kepala 
Daerah dengan Bupati, 

2.	 Pasal 16 ayat (2) 
dihilangkan. 

30	 Pasal 16 ayat (3) 
disempurnakan dengan 
mengubah dokumen 
SKPD menjadi SPPT. 

40	 Sesuai dengan PP No 91 
Tahun 2010, SPPT 
rnerupakan dokumen 
penetapan pajak untuk 
PBS Perdesaan dan 
Perkotaan, sehingga 
apabila SPPT tidak atau 
kurang dibayar setelah 
lewat waktu dapat 
dikenakan sanksi 
administratif. 

5. Urutan	 dan penunjukan 
pasal agar disesuaikan 

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana I (1) SPPT sebagaimana 120 Dokumen 
dirnaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi (1) harus dilunasi SKPDKBT 
selarnbat-larnbatnya 4 (ernpat) bulan sejak tanggal ulan seiak taoOQal I diperlukan

I pemungutan
diterimanva SPPT oleh walib paiak. dan 

_1. Pasal 17 disempurnakan 

Perdesaan
 
Perkotaan
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(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, 
yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan 
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo 
pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung 
dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan. 

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan 
Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada 
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

(5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah 
atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan 
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

L I 
I 

(1) 

(2) 
(2) 

Pasal18 
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, I (1) 
SKP{)/(Q, "KRQKiT; STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh 
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
Surat Paksa. 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Perundanq-undanqan. 

____ 

Pasal18 
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, 
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

I -l 

1. Pasal 18 disempurnakan 
2. Dokumen SKPDKB, 

SKPDKBT tidak 
diperlukan dalam 
pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan 
Perdesaan dan 
Perkotaan 
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I 11 Keberatan dan 
IBanding 

Pembetulan, 
Pembatalan, 
Pengurangan 
Ketetapan dan 
Penghapusan Atau 
Pengurangan 
Sanksi Administratif 

12 
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Pasal ~ 

I (1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a.SPPT 
b. SKPD; 
c. SKPDKB; 
d. SKPDKBT; 
e.	 SKPDLB; dan 
f.	 SKPQ~l: 

Pasal~ 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, ~QK8, 

SKPQK8T, STPD, aKPQ~J atau SKPDLB yang dalarn 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat: 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
psjak yang terutanq menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karen a kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN ~au 

SKPDLB yang tidak benar; 
C.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.	 membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

paiak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e.	 mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertirnbangan kemarnpuan 
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek 
pajak. 

--~---

4 

Pasal .... 
(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
suatu: 
a.	 SPPT; 
b.	 SKPD; 
c.	 SKPDLB: dan 
d.	 Pemotongan atau pemungutan oleh pihak 

ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

Pasal .... 
(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan 
tulis darvatau kesalahan hitung danlatau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundenq-undanqan perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat: 
a.	 mengurangkan atau rnenghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan 
kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundanq-undanqan perpajakan I 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SKPD/SPPT, 
STPD, atau SKPDLB yang tidak benar; 

c.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.	 membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e.	 mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan 
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu 
objek pajak. 

Pasal 19 ayat (1) 
dlsempurnakan dengan 
menghapus dokumen 
SKPDKB, SKPDK8T, dan 
SKPDN, 

Pasal	 24 ayat (1) dan ayat 
(2) huruf b disempurnakan 
dengan menghapus 
dokumen SKPDKB, 
SKPDK8T, dan SKPDN , 

'1 

I 

______JI L 
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Pasal31 Pasal31 l Pasal 31 disempurnakan 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan dengan menambah ayat 

untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus (2) baru sesuai dengan 
~ggBFaA Per8tur6lR QS6IrQA ini. sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak ketentuan Pasal 173 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Undang-Undang Nomor 28 
melaksanakan tugas mempunyai wewenang : sebaqaimana dimaksud dalam Undanq-Undanq I Tahun 2009 
a menerirna. rnencari, mengumpulkan, dan meneliti Hukum Acara Pidana. 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pidana di bidang perpajakan Daerah agar adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih Iingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
lengkap dan jelas; pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 
b. meneliti, rnencari, dan mengumpulkan keterangan (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang ayat (1) adalah: 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan a. menerima, rnencari, mengumpulkan, dan 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah; meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

c. rneminta keterangan dan bahan bukti dari orang dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
pidana di bidang perpajakan Daerah; laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain jelas; 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang b. rneneliti, rnencari, dan mengumpulkan 
perpajakan Daerah; keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan I' 

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan sehubungan dengan tindak pidana perpaiakan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan Daerah dan Retribusi; 
terhadap bahan bukti tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
bidang perpajakan Daerah; Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang d. rnemeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa perpajakan Daerah dan Retribusi; 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
dibawa; bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan ,. 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
tindak pidana perpajakan Daerah; terhadap bahan bukti terse but; 

L memanggil orang untuk didengar keterangannya dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

I I bidang per.p~~~":3n nap!"?'" r1~n Rf'trihlJ~i' l 
__l-____LL._. -
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J.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k,	 melakukan tindakan yang perlu untuk ketancaraan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
sesual dengan ketentuan peraturan perundanq
undanqan 

Penyidik sebaqaimana dirnaksud pada ayat (1) 
rnemberitahukan dimulainya penyidikan dan rnenyampaikan 
basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Kepoiisian Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Undanq
Undang Hukum Acara Pidana. 

Paeal32 
(1)	 Waji~ Pajak yaRS kareRa kealpaaRRya ti~al( r';H!lRya~paikaR 

epgp ata~ R:1eRsisi ;eRsaR ti;ak ~eRar atew tieial( leRskap 
atew mEllaFRpirkaR ket8raRsaR yeRS tiaak seRar S8RiRssa 
r:A8H~~ikaR k9ij8RsaR DaeraR .aapat ~lplaaFla aSFlgaFl 
pieaFla kWFlolFlsaFl paliRS laFRa 1 (&atw) taRwFl ataw piaaRa 
SSRei paliFlS 9aFlyal( ~ (Elwa) kali jWFRlaR pajak tsrwtaFlS 
yaFlS tiaak ataw k~raFlS Eli9ayar. 

(~)	 Waji~ Pajak yaRS Q9FlsaFl &SRsaja tieak FR8FlyaFRpaikaFl 
:;POP ataw FRSRSisi Q9RsaFl tigak seRar ataw tieak ISFlskap 
ata", FR81aRlpirkaFl ksteraRS6lFl yaRS tieak ~eFlar &8RiFlssa 
FFlerwsikaR l(eWaR~aR Qa9FaR Qa~at ~ipiaaFla eSFl~iFl 

~ieaRa ~eFljara ~aliFlg laR:lGl 2 (el<la~ taf::lwFl ataw pigaRQ 
SeRga paliFlS saRyak 4 (9FFl~at~ kali jwmlal:l ~ajak terwtaFlS 
yaR§ tiaak ata.,.. kwr9Flg si9ayar. 

Paul n 
TiFlQak· ~iQa .6.la~ me':: el. 9.iQ9R§ ~9r a"lorolaRg.yo p." l••gk•.•.r: jak.R Q••rao Ii~••ral'O;"';:" Q pajok .Ia. ~.:I: § IIi"'"l ••••••k. ~"'RIoI 
_........ "gl•• + 0 • ol"'y .. ·OJok
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g.	 rnenyuruh berhenti dan/atau melarang seseorans 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
perneriksaan sedanq berlangsung dan rnerneriksa 
Identitas orang, benda, dan/atau dokurnen yang 
dibawa; 

h	 mernotret seseoranq yang berkaitan denqan tindak 
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

r, memanggil orang untuk didengar keteranqannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi: 

j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundanq-undanqan. 

(4)	 Penyidik sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum metalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undanq-Undanq Hukum Acara Pidana. 

1. Pasal 32 dthapus karena 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesasaan dan Perkotaan 
merupakan pajak yang 
dipungut berdasarkan 
penetapan kepata daerah 
sehingga Pemda mempunyai 
kewajiban untuk 
mengumpulkan data yang 
akurat sebagai dasar 
penetapan pajak. 

2. Apabila Pemda ingin 
menetapkan sanksi pidana, 
maka harus dikaitkan atas 
pelanggaran suatu norma 
yang diatur dalam Raperda 
ini. 

Pasal 33 dihilangkan 

_L
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Pasal 35 
Denda sebagaimana dimaksud da/am. Pasal 32. Pasal a4 
ayat (1) dan ayat (2) merupakan penenmaan negara. 

15 I Pengundangan Diundangkan di Blambangan Umpu 
padatanggal 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

BUSTAM HADORI 

16 I Penjelasan 

• _.~~~--J __",__•• 
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Pasal 35 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... . 
merupakan penerimaan negara. 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

BUSTAM HADORI 

_,~_~._.~__ ---~-~~~ ~ ~~----~~__ ..

1. Pasal 35 Raperda : 
disempurnakan menjadi 
pasal. yang mengatur
psnenmaan denda pidana 
atas pejabat atau tenaga 
ahli yang melanggar 
ketentuan khusus. 

2.	 Urutan dan penunjukan 
pasal agar disesuaikan. 

Disempurnakan 

Penjelasan disempurnakan 
sesuai hasil koreksi pada 
batang tubuh . 

GUBERNUR LAMPUNG 
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SJACHROEIJIN Z.P. 


